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Mengingat

BUPATI TORAJA UTARA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 4¢ TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah
Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Toraja Utara tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Hiburan.

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3984);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3581), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembara Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4434);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telanh diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



Menetepkan
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 170
Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib
Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara
Pembukuan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan
Pajak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171
Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173
Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, (Lembaran
Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011
Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 61);

Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 74 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas
Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas serta Tata Kerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA TENTANG TATA
CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN.






BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2,

10.

Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalamn Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagi unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah yang  berkedudukan  sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sekretaris Daerah adalah  Sekretaris Daerah
Kabupaten Toraja Utara.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya
disingkat BAPENDA, adalah Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas
tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milikk Negara
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12.
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17.
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19.

(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan
hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan,
permainan, dan/atau Keramaian yang dinikmati
dengan dipungut bayaran.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan,
meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu} bulan
kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan
kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang
terutang.

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1
(satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku vang tidak sama dengan
tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam
Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Perpajakan Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau
retribusi, penentuan besamya pajak atau retribusi
vang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta
pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/
atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Perpajakan Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan



20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selajutnya
disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih
harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih
besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya
tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi administrtif berupa
bunga dan denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah  surat
keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam
penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan
atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak



28.

29,

Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan
Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data
dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau
jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk
periode Tahun Pajak tersebut.

BAB 1
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas
penyelenggaraan hiburan.

(1)
(2)

Pasal 3

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan
Hiburan dengan dipungut bayaran.

Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

a. tontonan film;

b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau
busana;

kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya,
pameran,;

diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya,
sirkus, akrobatik, dan sulap;

permainan bilyar, dan bowling;

pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan
permainan ketangkasan;

panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat
kebugaran (fitness center); dan

j. pertandingan olahraga.

3 B SN

o

(3) Untuk usaha hiburan yang merupakan fasilitas

hotel, seperti Karaoke, Diskotik, Cafe, Pub, Salon



Kecantikan dan lain sebagainya, harus didaftarkan

sebagai wajib pajak hiburan apabila memenuhi salah

satu dari kriteria dibawah ini.

a. fasilitas hiburan tersebut dapat dinikmati oleh
bukan tamu hotel;

b. lokasi terpisah dari bangunan induk hotel,

c. pengelola hiburan bukan pengelola hotel; dan

d. harga jual yang dibebankan kepada pengunjung
langsung diterima pada saat pengunjung selesai
menikmati hiburan dan tidak dibukukan dan
digabung dengan tagihan hotel.

(4) Dikecualikan dari penyelenggaraan hiburan
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) adalah jenis
hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan, menonton, memainkan
dan atau menikmati sarana hiburan yang disediakan.

(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau
Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

BAB III
DASAR PENGENAAN PAJAK,
TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang
yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh
penyelenggara hiburan.

(2) Jumlah uang yang harus diterima sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga
dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada
penerima jasa hiburan.

Pasal 6

(1) Tarif pajak tontonan film, hiburan berupa pagelaran
kesenian, musik, tari, dan/atau busana
berkelas nasional, pagelaran kesenian, musik, tari,
dan/atau busana berkelas internasional, kontes
kecantikan, berkelas nasional, konteks kecantikan
berkelas internasional, pameran yang bersifat
komersial, diskotik, karaoke, klab malam,
pub, musik hidup (live musid, musik dengan



(2}

(1)

(2)

(1)

(2)

disk jockey (DJ) dan sejenisnya, sirkus, akrobatik
dan sulap yang berkelas nasional dan internasional,
permainan bilyar dan bowling, pacuan kuda
yang berkelas nasional dan internasional,
pacuan kendaraan bermotor permainan ketangkasan,
panti pijat, mandi uap dan spa, refleksi dan
pusat kebugaran/fitness centre, pertandingan olah
raga berkelas nasional dan internasional dikenakan
tarif pajak hiburan sebesar 10% (sepuluh per
seratus).

Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional,
konteks kecantikan yang berkelas lokal/tradisional,
pameran yang bersifat non komersial, sirkus,
akrobatik dan sulap yang berkelas lokal/tradisional,
pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional,
pertandingan olah raga yang berkelas
lokal/tradisional tidak dikenakan tarif Pajak
Hiburan.

Pasal 7

Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pajak Hiburan yang terutang dipungut dalam
Daerah.

Pasal 8

Setiap penyelenggaraan hiburan berupa diskotik,
musik hidup, karacke, klub malam, ruang musik
(music room), balai gita (singing hall}, pub, ruang
salesa musik (musik lounge), kiub eksekutif dan
kegitan lainnya wajib menggunakan bon penjualan
(bill) yang memperlihatkan terjadinya pesanan atau
transaksi pembayaran kecuali ditentukan lain
dengan keputusan Bupati dalam hal ini kepada
Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Bagi wajib pajak yang wajib menggunakan bon
penjualan (bill), tetapi tidak menggunakan bon
penjualan (bill) dikenakan sanksi administrasi berupa
denda sebesar 2% (dua per seratus) per bulan dari
dasar pengenaan pajak.

Penyelenggara hiburan berkewajiban untuk
memasang maklumat ditempat yang mudah terlihat
dan dapat dibaca oleh pengunjung.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Pasal 9

Bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1), harus mendapat pengesahan berupa
legalisasi/perporasi dari BAPENDA.

Terhadap penyelenggaraan hiburan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat dikecualikan
dari kewajiban melegalisasi / perporasi bon
penjualan (bill) dengan persetujuan Kepala Badan
Pendapatan Daerah, setelah Wajib Pajak mengajukan
permohonan secara tertulis.

Tata cara pengajuan dan persyaratan, yang
dikecualikan dari kewajiban untuk
melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan
dengan keputusan Kepala Badan Pendapatan
Daerah.

Pasal 10

Penyelenggara yang menggunakan tanda masuk

berkewajiban:

a. memasang pengumuman harga tanda masuk
untuk setiap kelas ditempat pembayaran tanda
masuk /kasir;

b. menjual tanda masuk yang sudah tercetak nomor
urutnya secara berurutan dari nomor kecil ke
nomor besar kecuali tanda masuk yang
merupakan lembaran bebas bukan bundel;

c. menyobek  setiap tanda masuk pada saat
pengunjung atau penonton memasuki tempat
hiburan;

d. menyimpan bagian tanda masuk; dan

e. membuat laporan penjualan tanda masuk.

Penyelenggara hiburan bertanggung jawab atas

seluruh kegiatan hiburan yang terjadi di tempat

hiburan yang bersangkutan.

Pasal 11

Penyelenggara hiburan dilarang :

a. mengubah tanda masuk yang telah disyahkan
atau diperforasi oleh Badan Pendapatan Daerah;

b. memberikan tempat atau kelas kepada penonton
selain dari tempat atau kelas yang tercantum
dalam tanda masuk;

10



c. memberikan atau menjual tanda masuk yang
telah dipakai;

d. menjual atau memungut tanda masuk melebihi
harga atau jumlah yang tertera pada tanda
masuk.

(2} Apabila penyelenggara melanggar ketentuan atau
tidak memenuhi kewajiban seperti yang
disyaratkan dalam peraturan ini, pihak Badan
Pendapatan Daerah setelah melakukan koordinasi
serta instansi terkait dapat mencabut izin
penyelenggaraan hiburan.

Pasal 12

(1) Wajib pajak yvang memenuhi kewajiban perpajakan
sendiri mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta
ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan
oleh Bupati.

(4) Tata cara penetapan pajak diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada
pasal 11 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang
dengan menerbitkan SKPD.

{2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota
perhitungan.

Pasal 14

(1) Untuk penyelenggaraan hiburan yang menggunakan
tanda masuk, penetapan pajak terutang dihitung
dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dengan harga jual yang
tercantum dalam tanda masuk.

(2) Untuk memudahkan perhitungan pajak terutang,
contoh perhitungan usaha pertunjukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dijelaskan
sebagai berikut:

Tanda masuk per orang Rp10.000,00

11



(2)

(1)

(2)

(3}

(1

Pajak hiburan sesuai tarif (10%) Rp1.000,00 .

Jumlah yang dibayar penonton Rp11.000,00

Pasal 15

Untuk penyelenggaraan hiburan vyang tidak
menggunakan tanda masuk, penetapan pajak
terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan jumlah
bayar oleh konsumen atau pendapatan kotor dari
usaha.

Untuk memudahkan perhitungan pajak terutang,
contoh perhitungan usaha diskotik, karaoke, bar,
pub dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1), dapat dijelaskan sebagai berikut:

Minuman Rp300.000,00
Snack/makanan ringan Rp360.000,00
Sewa Ruangan - 2 jam Rp40.000,00.

Jumlah Rp500.000,00
Diskon 5% Rp25.000,00-
Jumlah setelah diskon Rp475.000,00
Pajak hiburan sesuai tarif (10}% Rp47.500,00.

Jumlah yang dibayar konsumen Rp522.500,00

Pasal 16

Penyelenggaraan hiburan insidentil diwajibkan
menyetorkan uang jaminan Pajak Hiburan sebesar
75% (tujuh puluh lima per seratus) dari estimasi
penerimaan tanda masuk.

Estimasi penerimaan tanda masuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diperoleh dengan
mengalikan jumlah lembar karcis atau tanda masuk
dicetak dengan harga jual dari karcis atau tanda
masuk.

Prosedur penerimaan dan pengembalian uang
jaminan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Badan
Pendapatan Daerah.

Pasal 17

Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digunakan
untuk menghitung, memperhitungkan dan
menetapkan pajak sendiri yang terutang.
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(2) Dalam jangka waktu S5 (lima) tahun sesudah saat
terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
a. SKPDKB;

b. SKPDKBT; dan
c. SKPDN.

(3) SKPDN sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak.

(4) Penambahan  jumlah  pajak yang  terutang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) tidak
dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri
sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
PAJAK HIBURAN

Pasal 18

(1) Pembayaran pajak hiburan dilakukan di Kas Daerah
atau Bendahara Penerimaan BAPENDA.

(2) Apabila pembayaran pajak hiburan dilakukan pada
Bendahara Penerimaan BAPENDA hasil penerimaan
Pajak Hiburan harus disetor ke Kas Daerah paling
lambat 1 (satu) hari kerja atau 1x24 (satu kali dua
puluh empat) jam.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 28) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20
Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan

Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Pasal 21

Peraturan Bupati ini1i mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 11 September 2717

BUPATI TORAJA UTARA

Valian

KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 11 September 2017

Plh.S IS DAERAH
l\m XﬁEN TORAJA UTARA
| Ay

REDBJRONI BARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 49
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